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P U T U S A N
Nomor 2/Pdt.G/2024/MS.Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah  Syar'iyah  Calang  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH JAYA,

TUWI EUMPEUK, PANGA, ,  sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP,

tempat  kediaman  di  KABUPATEN  ACEH  JAYA,  TUWI

EUMPEUK, PANGA, , sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar’iyah  tersebut;

Telah mempelajari  berkas perkara;

Telah  mendengar  keterangan  Penggugat  serta  memeriksa  bukti-bukti  di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal  09 Januari  2024

telah  mengajukan  gugatan  cerai  gugat  yang  didaftar  di  Kepaniteraan

Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor 2/Pdt.G/2024/MS.Cag, tanggal 09

Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa,  Penggugat  telah  melangsungkan  pernikahan  dengan

Tergugat  pada  hari  Jumat  tanggal  24  Maret  2009  di  Kantor  Urusan

Agama xxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah

Nomor : 15/1/IV/2009, tanggal 06 April 2009;

2. Bahwa,  setelah  akad  nikah  Penggugat  dengan  Tergugat  hidup

membina  rumah  tangga  dengan  bertempat  kediaman  di  xxxxx  xxxxx
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xxxx,  xxxxxxx  xxxx  xxxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxx,  Kabupaten  xxxx  Jaya

sampai sekarang;

3. Bahwa,  setelah  akad  nikah  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu)

orang anak yang bernama  Hafizah binti Mansur, berumur 12 tahun; 

4. Bahwa,  pada  mulanya  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat

dengan Tergugat  berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3

tahun, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

menerus yang disebabkan: 

- Tergugat merasa curiga terhadap Penggugat disaat Penggugat pergi

mengajar di TK Paud;

- Tergugat  memberi  nafkah  namun  memintanya  kembali;  -  Tergugat

meminta mahar Penggugat kembali; 

- Tergugat  sering  melakukan  kekerasan  terhadap  Penggugat  disaat

terjadi pertengkaran; 

5. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 terjadi puncak perselisihan dan

pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat merasa curiga terhadap

Penggugat  disaat  Tergugat  memberikan uang kepada Penggugat  dan

memintanya kembali,  akibat dari  pertengkaran tersebut Tergugat pergi

meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga kini selama lebih

kurang 5 bulan, dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat

dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan/komunikasi lagi;

6.  Bahwa  permasalahan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  telah

diupayakan damai oleh Aparatur Gampong tetapi tidak berhasil;

7.  Bahwa,  berdasarkan  dalil-dalil  gugatan  Penggugat,  Penggugat  telah

berketetapan hati  untuk bercerai dari  Tergugat karena untuk membina

rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

8.  Bahwa Penggugat  sanggup  membayar  biaya  perkara  ini  berdasarkan

peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas,  maka Penggugat mohon kepada Ketua

Mahkamah Syar'iyah Calang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
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2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan  biaya  perkara  ini  sesuai  dengan  peraturan  perundang-

undangan yang berlaku; 

- Apabila Mejelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat  telah datang

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

muka  sidang  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasa  hukumnya  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

menurut relaas Nomor 2/Pdt.G/2024/MS.Cag yang dibacakan di dalam sidang,

sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  itu  disebabkan  suatu

halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati  Penggugat agar berpikir  untuk

tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.  Surat:

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Penggugat  NIK

1114064107840117  tanggal  16-05-2021,  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil  xxxxxxxxx xxxx xxxx, telah bermeterai

cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan

aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan

memberi kode P.1.

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 15/1/IV/2009 Tanggal 06 – 04 - 2009 atas

nama Penggugat dan Tergugat  yang dicatat  dan dikeluarkan oleh Pegawai

Pencatat Nikah  KUA xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx, telah bermeterai

cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan
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aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan

memberi kode P.2;

3. Fotokopi  Kartu  Keluarga  Nomor  1114062009100001  tanggal  07-08-

2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

xxxxxxxxx xxxx xxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang

oleh Ketua Majelis  telah  dicocokkan dengan aslinya  ternyata  cocok,

Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.3.

B. Saksi:

1. Surianibinti Hasyem, umur 63 tahun, agama Islam,  pekerjaan petani,

bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx

xxxxx,  xxxxxxxxx  xxxx  xxxx,  di  bawah  sumpahnya  memberikan

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa,  saksi  kenal  Penggugat  dan  Tergugat  dan  memiliki

hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga; 

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami

istri yang telah menikah sekitar 15 tahun; 

- Bahwa,  setelah  menikah  Penggugat  dengan  Tergugat  tinggal

bersama dirumah orang tua Penggugat di xxxxx ;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang

sudah tidak rukun dan harmonis lagi; 

- Bahwa,  saksi  mengetahui  yang  menjadi  penyebab  ketidak

harmonisan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  disebabkan

karena  Tergugat  cemburu  tanpa  alasan  yang  jelas  kepada

Penggugat dan juga Tergugat kurang peduli terhadap anaknya;

- Bahwa,  saksi  sering  melihat  Penggugat  dengan  Tergugat

bertengkar  dirumahnya,  bahkan  pernah  beberapa  kali  melihat

Tergugat memukul Penggugat;

- Bahwa, saksi  mengetahui  antara Penggugat dan Tergugat sudah

berpisah  tempat  tinggal  kurang  lebih  selama  7  bulan  lamanya

sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi; 

- Bahwa,  Tergugat  bekerja  sebagai  buruh  serabutan,  sedangkan

Penggugat bekerja sebagai guru di PAUD;

 Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa,  upaya  untuk  merukunkan  Penggugat  dengan  Tergugat

sudah pernah tiga kali dilakukan oleh aparat gampong  akan tetapi

usaha tersebut tidak berhasil; 

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada

harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai dan saksi

sudah  tidak  sanggupuntuk  merukunkan  Penggugat  dengan

Tergugat; 

2. Nurmasyitah binti Hanafiah, umur 45 tahun, agama Islam,  pekerjaan

mengurus  rumah  tangga,  bertempat  tinggal  di  Dusun  Blang  Luah,

xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx, di bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa,  saksi  kenal  Penggugat  dan  Tergugat  dan  memiliki

hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga; 

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami

istri yang telah menikah sekitar 15 tahun; 

- Bahwa,  setelah  menikah  Penggugat  dengan  Tergugat  tinggal

bersama dirumah orang tua Penggugat di xxxxx ;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang

sudah tidak rukun dan harmonis lagi; 

- Bahwa,  saksi  mengetahui  yang  menjadi  penyebab  ketidak

harmonisan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  disebabkan

karena  Tergugat  cemburu  tanpa  alasan  yang  jelas  kepada

Penggugat;

- Bahwa,  saksi  sering  melihat  Penggugat  dengan  Tergugat

bertengkar  dirumahnya,  bahkan  pernah  beberapa  kali  melihat

Tergugat  memukul  Penggugat,  yang  pertama  menggunakan

tangkai  sapu  da  nada  bekasnya  dikaki,  kemudian  pernah  juga

melihat Tergugat memukul Penggugat menggunakan tangan;

- Bahwa, saksi  mengetahui  antara Penggugat dan Tergugat sudah

berpisah  tempattinggal  kurang  lebih  selama  7  bulan  lamanya

sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi; 
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- Bahwa,  upaya  untuk  merukunkan  Penggugat  dengan  Tergugat

sudah pernah tiga kali dilakukan oleh aparat gampong  akan tetapi

usaha tersebut tidak berhasil; 

- Bahwa  Tergugat  bekerja  sebagai  buruh  tani  harian  lepas,

sedangkan Penggugat bekerja sebagai guru PAUD;

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada

harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai dan saksi

sudah  tidak  sanggup  untuk  merukunkan  Penggugat  dengan

Tergugat; 

Bahwa  Penggugat  telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  pada

pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan

Penggugat; 

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah

ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan

Tergugat  tidak  pernah hadir  dan tidak  pernah mengutus  orang lain  sebagai

kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil

secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan

oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan

sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa

dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang

ternyata  subjek  hukum  dalam  perkara  ini  adalah  beragama  Islam,  maka

berdasarkan  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006,  tentang

perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan

Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;
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Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat

hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai

(vide  bukti  kode  P.2),  maka  keduanya  memiliki  kepentingan  hukum  untuk

bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat

(1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan

dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar

bersabar  dan  tetap  mempertahankan  keutuhan  rumah  tangganya  dengan

Tergugat  akan tetapi  tidak berhasil,  sedangkan usaha damai  melalui  proses

mediasi  sebagaimana  dikehendaki  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik

Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak

dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  dibacakan  surat  gugatan  Penggugat,

yang isinya tetap dipertahankan dengan adanya perubahan alamat Tergugat

sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  gugatan  Penggugat  tersebut  dalam

duduk perkara, Majelis Hakim menilai  bahwa posita dari  gugatan Penggugat

adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran

terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Jo.

Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  nomor  9  tahun  1975  tentang

Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan

Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2019 tentang Perkawinan,  Jo.  Pasal  116

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  Tergugat   tidak  pernah  hadir  dalam persidangan

sehingga jawaban Tergugat  tidak dapat didengar dan sesuai ketentuan Pasal

149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkara

ini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama Mahkamah

Agung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadap

Penggugat  tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)

Peraturan  Pemerintah  nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-
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Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang,  bahwa  untuk  dikabulkan  gugatan  cerai  dengan  alasan

tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

nomor  1  tahun 1974 yang telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor  16

Tahun 2019 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

nomor  9  tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  nomor  1  tahun

1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi

beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugat   dan Tergugat  masih

terikat  dalam perkawinan yang sah,  dan belum pernah bercerai,  (2).  Antara

Penggugat  dan Tergugat  terjadi  perselisihan dan pertengkaran  secara  terus

menerus.  (3).  Kondisi  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 dan 2 orang

saksi, dan Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.1  sampai  dengan  P.3  merupakan  akta

otentik,  telah bermeterai  cukup,  bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi

bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Penggugat, sehingga

sejalan dengan ketentuan Pasal 285, 301 R.Bg dan pasal 5 Undang-undang

Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta ketentuan Pasal 1889 KUH

Perdata (BW), maka alat bukti a quo harus dinyatakan telah memenuhi syarat

formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa

Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang,

maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana

telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,  Mahkamah Syar'iyah

Calang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka harus dinyatakan telah
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terbukti  menurut  hukum bahwa Penggugat  dan Tergugat  telah  terikat  dalam

perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 24-03-2009; 

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat

sebagai  suami  istri  yang  sah,  maka  Penggugat  sebagai  persona  standi  in

judicio memiliki  legal standing  sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai

pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti  P.3 yang berupa fotokopi Kartu

Keluarga atas nama Tergugat sebagai kepala keluarga dan Penggugat sebagai

ibu rumah tangga, dan telah mempunyai 1 orang  anak kandung, maka harus

dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat selama ini telah diakui

secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu

rumah  tangga  di  mana  Tergugat sebagai  kepala  keluarga  dan  Penggugat

sebagai ibu rumah tangga, dengan memiliki 1 orang anak kandung;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3

yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut

dikeluarkan oleh pejabat  yang berwenang,  telah dinazegelen dan dicocokan

sesuai dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dengan akta aslinya,

dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai

alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

mengikat,  sesuai  ketentuan  Pasal  1868,  1870,  1888  Kitab  Undang-Undang

Hukum Perdata dan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alat  bukti  (P.2)  terbukti  Penggugat

dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada

bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka sesuai dengan asas:

ماكان     على ماكان بقاء الصل

 (hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai

ada perubahan yang pasti),  oleh karenanya telah terbukti  bahwa Penggugat

dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini dan belum pernah

bercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak

sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in

judicio);
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat

telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  sedemikian  rupa  sehingga

tidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor

1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, harus didengar saksi  dari  keluarga atau orang yang

dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang,  bahwa terhadap saksi-saksi  yang diajukan Penggugat  ke

persidangan,  Majelis  menilai  saksi-saksi  tersebut  adalah  orang  yang  sudah

mencapai  usia  di  atas  15  tahun,  cerdas  dan  boleh  didengar  sebagai  saksi

dalam  perkara  ini,  saksi-saksi  adalah  orang  yang  cukup  dekat  dengan

Penggugat  maupun  Tergugat  yaitu  tetangga  dekat  rumah,  dan  saksi-saksi

tersebut tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan

keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena

itu  saksi-saksi  tersebut  secara  formil  dapat  diterima  sebagai  saksi  dalam

perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Penggugat di  bawah

sumpahnya  menerangkan  bahwa  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat sudah tidak rukun lagi  sering terjadi  perselisihan dan pertengkaran

yang  disebabkan  Tergugat  cemburu  tanpa  alas  an  yang  jelas  kepada

Penggugat  bahkan  Tergugat  pernah  memukul  Penggugat,  serta  Penggugat

dengan  Tergugat  telah  diupayakan  perdamaian  namun  tidak  berhasil,  dan

sekarang mereka telah berpisah selama 7 bulan, keterangan tersebut saksi-

saksi ketahui secara langsung dan bukan cerita dari orang lain; 

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  menilai  keterangan  saksi-saksi

tersebut  saling  bersesuaian,  tidak  bertentangan  satu  sama  lain  serta

mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi

tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil  sebagai  alat  bukti  sebagaimana

dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat

ditemukan fakta  hukum bahwa antara Penggugat  dan Tergugat  telah  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  meskipun  sudah  pernah  diupayakan  damai

namun tetap tidak berhasil  rukun, ditambah antara Penggugat  dan Tergugat

sekarang sudah sudah berpisah selama 7 bulan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat

sudah  pisah,  dan  Majelis  Hakim  di  setiap  persidangan  telah  mendamaikan

Penggugat  agar  rukun  kembali  dengan  Tergugat  tetap  tidak  berhasil,  hal

tersebut merupakan  qarinah (petunjuk) yang dapat ditarik persangkaan hakim

bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun

lagi;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas,  dalil

gugatan  Penggugat  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus  menerus  dan  tidak  ada  harapan

untuk rukun lagi, telah terbukti;

Menimbang,  bahwa  secara  sosiologis  suatu  perkawinan  yang  di

dalamnya  sering  terjadi  perselisihan  yang  terus  menerus  akan  sulit  untuk

mewujudkan  rumah  tangga  yang  bahagia,  yang  penuh  rahmah  dan  kasih

sayang  seperti  yang  diharapkan  oleh  setiap  pasangan  suami  istri,  justru

sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah

satu  atau  kedua  belah  pihak.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  pendapat  pakar

Hukum lslam yang termuat dalam Kitab  Madza Hurriyyatuz Zaujaeni  fii  ath-

Thalaq yang  menyatakan,  "lslam  memilih  lembaga  talak/perceraian  ketika

rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat

lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh),

dengan  meneruskan  perkawinan  berarti  menghukum  isteri-suami  dalam

“penjara”  yang  berkepanjangan,  hal  tersebut  merupakan  sesuatu  yang

bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhi

ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974

yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang

Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
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tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal

116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum Islam,  sehingga   gugatan  Penggugat  harus

dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  belum  pernah

bercerai, maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi

hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak

satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang,  bahwa  hal  tersebut  telah  relevan  dengan  pendapat  ahli

Hukum Islam  Assayid Sabiq, dalam kitabnya Fiqh As-Sunah, Jilid II, halaman

248  yang  diambil  oleh  Majelis  Hakim  sebagai  pendapat  sendiri  yang

menyatakan sebagai  berikut yang artinya:  Jika gugatan istri  menurut hakim

telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan

menyakiti  termasuk  penyebab  tidak  langgengnya  rumah  tangga  antara

keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya

maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain

(sughra).

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka

bagi  Penggugat  terdapat  waktu  tunggu  (masa  iddah)  selama  tiga  kali  suci

(sekurang-kurangnya  sembilan  puluh  hari)  dikarenakan  perceraian  tersebut

ba’da  dukhul sebagaimana  maksud  Pasal  153  ayat  (4)  dan  Pasal  155

Kompilasi  Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat  wajib

menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain,

hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum

Islam;

Menimbang,  bahwa  dengan  telah  dikabulkannya  gugatan  cerai

Penggugat dan Penggugat sebagai istri setelah dijatuhi talak satu bain shugra

nantinya harus menjalani masa iddah sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf

(c) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c)

Undang-Undang  Perkawinan  yang  berbunyi  “Pengadilan  dapat  mewajibkan

kepada  bekas  suami  untuk  memberikan  biaya  penghidupan  dan/atau

menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”, hal mana dikecualikan bagi

istri yang nusyuz;
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Menimbang,  bahwa  sebelum  menetapkan  nafkah  iddah  yang

dibebankan  kepada  Tergugat,  Majelis  Hakim  terlebih  dahulu  harus

mempertimbangkan apakah dapat  dibuktikan Penggugat  termasuk ke  dalam

istri  yang  nusyuz  ataupun  tidak  sebagaimana  ketentuan  Pasal  84  ayat  4

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  di  persidangan,  terbukti

bahwa penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan

oleh  Tergugat  cemburu  tanpa  alasan  yang  jelas  kepada  Penggugat  dan

Tergugat  pula  yang  meninggalkan  Penggugat  dan anaknya,  sedang  selama

menikah  Penggugat  sudah  berkorban  lahir  batin  untuk  membangun  rumah

tangga dengan Tergugat sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk

menyatakan bahwa Penggugat bukan sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,

maka  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa  dengan  terbuktinya  Penggugat

bukan  istri  yang  nusyuz  maka  Penggugat  berhak  atas  nafkah  iddah  dari

Tergugat. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-

Undang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili  Perempuan Berhadapan dengan

Hukum, sehingga Majelis  Hakim secara  ex officio perlu  menetapkan nafkah

iddah  Penggugat  sebagai  bekas  istri  yang  dibebankan  kepada  Tergugat

sebagai bekas suami setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang,  bahwa mengenai  nominal  nafkah iddah yang patut  dan

layak  untuk  dibebankan  kepada  Tergugat,  Majelis  Hakim  setelah

memperhatikan  fakta-fakta  di  persidangan  dimana  Tergugat  tidak  diketahui

secara  pasti  pekerjaannya  dan  penghasilannya,  serta  pertimbangan  kepada

usia Tergugat yang masih produktif, maka layak dan patut serta memenuhi rasa

keadilan kepada Tergugat diperintahkan untuk membayar nafkah iddah kepada

Penggugat selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);

Menimbang,  bahwa  kewajiban  mut’ah  secara  filosofis  antara  lain

sebagai  konpensasi  terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan

dari  isteri  yang  diceraikan,  yang  sudah  barang  tentu  kesemuanya  itu  akan

menimbulkan  kerugian  baik  yang  bersifat  materiil  maupun  moril,  dalam  hal

mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi  bagi  isteri  yang diceraikan
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apalagi dalam hal ini Tergugat terbukti sebagai penyebab runtuhnya mahligai

rumah tangga yang selama ini telah dipertahankan oleh Penggugat. Meskipun

dalam hal  ini  pengabdian  Penggugat  tidak  dapat  dinilai  dengan  konpensasi

mut’ah namun setidaknya bisa menjadi pelipur lara untuk Penggugat sehingga

berdasarkan  Pasal  41  huruf  (c)  Undang-Undang  Perkawinan  jo. Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman

Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas

telah  diperoleh  fakta  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  melakukan

hubungan suami isteri dan Penggugat telah berbakti secara lahir batin sejak

tahun 2009 dan telah dikaruniai 1 (satu) anak, dengan demikian maka Majelis

Hakim secara  ex officio  membebankan mut’ah kepada Tergugat berupa emas

sejumlah 1 (satu) mayam; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 huruf (b) dalam rangka pelaksanaan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Pedoman Mengadili  Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk

memberi  perlindungan  hukum  bagi  hak-hak  perempuan  pasca  perceraian,

maka terhadap nafkah iddah dan mut’ah tersebut di atas harus dibayarkan oleh

Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006,  terakhir  dengan

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul

dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil  secara resmi dan patut

untuk menghadap ke Persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);
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4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

4.1. Nafkah  selama  masa  iddah  sejumlah  Rp  3.000.000,00

(tiga juta rupiah rupiah);

4.2. Mut’ah berupa emas sejumlah 1 (satu) mayam;

5. Menghukum  Tergugat  untuk  menyerahkan  semua

kewajibannya dalam diktum 4.1 dan 4.2 di atas kepada Penggugat sebelum

Tergugat mengambil Akta Cerai;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sebesar Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

dilangsungkan  pada  hari  Senin  tanggal  29Januari  2024 Masehi,  bertepatan

dengan  tanggal  17  Rajab  1445  Hijriyah,  oleh  Khaimi,  S.H.I. sebagai  Ketua

Majelis, M. Mustalqiran T., S.H.I., M.H. dan Novan Satria, S.Sy. masing-masing

sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan  dalam sidang  terbuka

untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Jasdin, S.H. sebagai Panitera

Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

M. Mustalqiran T., S.H.I., M.H

Ketua Majelis

ttd

Khaimi, S.H.I
Hakim Anggota

ttd

Novan Satria, S.Sy

Panitera Pengganti

ttd
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Jasdin, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00

2. Proses : Rp50.000,00

3. Panggilan : Rp90.000,00

4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00

5. Redaksi : Rp10.000,00

6. Meterai : Rp10  .000  ,00  

Jumlah Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)
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